
Menimbang: a. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 04
Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas
Unsur-Unsur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Ulin
sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan
keadaan;

b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyatakan rumah
sakit daerah Provinsi selaku salah satu unit pelaksana
teknis dinas Daerah provinsi pada Urusan Pemerintahan
di bidang kesehatan sebagai unit organisasi bersifat khusus
yang memberikan layanan secara professional sehingga
perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Kalimantan Selatan tentang Pembentukan,
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ulin;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan
Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
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3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4431);

4. Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 144, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nornor 5063) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6573);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rurnah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6573);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6398);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6573);

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor5607);
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10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang
Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5612);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repulik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
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Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah ProvinsiKalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom;

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan;
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
5. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Kesehatan adalah

Dinas Kesehatan ProvinsiKalimantan Selatan.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Provinsi Kalimantan Selatan yang

selanjutnya disebut rumah sakit adalah rumah sakit milik Pemerintah
Daerah.

7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Provinsi
Kalimantan Selatan.

8. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ulin
ProvinsiKalimantan Selatan.

9. Bagian adalah Bagian-bagian di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah
Ulin ProvinsiKalimantan Selatan.

10. Bidang adalah Bidang-bidang di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah
Ulin.

11. Sub Bagian adalah Sub-sub Bagian pada Bagian-Bagian di lingkungan
Rumah Sakit Umum Daerah Ulin ProvinsiKalimantan Selatan.

12. Seksi adalah Seksi pada Bidang-Bidang di lingkungan Rumah Sakit
Umum Daerah Ulin ProvinsiKalimantan Selatan.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasal1

PEMBENTUKAN,KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGASDANFUNGSI, SERTATATAKERJA RUMAHSAKIT
UMUMDAERAHULIN.

Menetapkan:

MEMUTUSKAN:

17.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

18.Peraturan Presiden Nomor77 Tahun 2015 tentang Pedoman
Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Indonesia
Tahun 2015 Nomor 159);

19.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 078
Tahun 2015 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit
(Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Ulin ;
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(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Ulin terdiri atas:
a. Direktur;
b. Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan;
c. Wakil Direktur Medik dan Keperawatan;
d. Wakil Direktur Penunjang Non Medik, Hukum dan Diklat;
e. Bagian Umum terdiri atas:

1)Sub Bagian Tata Usaha;
2) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
3) Sub Bagian Prasarana.

Pasa13

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi Rumah Sakit

BAB III
SUSUNANORGANISASI,TUGAS,FUNGSIDANURAIANTUGAS

(1) Berdasarkan Peraturan Gubemur ini dibentuk Rumah Sakit Umum
Daerah Ulin Provinsi Kalimantan Selatan.

(2) Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Provinsi Kalimantan Selatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Rumah Sakit Umum
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kelas A.

(3) Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Provinsi Kalimantan Selatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah unit organisasi bersifat
khusus yang memberikan layanan secara professional.

(4) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) rumah sakit memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan
barang milik Daerah serta bidang kepegawaian, dan menerapkan pola
keuangan BLUD.

(5) Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Provinsi Kalimantan Selatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dipimpin oleh Direktur.

(6) Dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang
kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas Kesehatan.

(7) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan
melalui penyampaian laporan pelaksanaan.

Pasa12

BAB II
PEMBENTUKANDANKEDUDUKAN

13. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas /badan daerah
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai
fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dati
ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
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f. Bagian Keuangan terdiri atas:
1)Sub Bagian Perbendaharaan;
2) Sub Bagian Penyusunan dan Evaluasi Anggaran; dan
3) Sub Bagian Pengelolaan Pendapatan.

g. Bagian Akuntansi terdiri atas:
1)Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan Keuangan;
2) Sub Bagian Pengelolaan Aset dan Barang; dan
3) Sub Bagian Analisa Pendapatan, Belanja dan Pengendalian.

h. Bagian Perencanaan dan Organisasi terdiri atas:
1)Sub Bagian Perencanaan;
2) Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi Data; dan
3) Sub Bagian Organisasi dan Tatalaksana.

i. BidangPelayananMedikterdiri atas:
1)Seksi Pelayanan MedikRawatJalan; dan
2)Seksi Pelayanan MedikRawat Inap.

J. BidangPelayanan Keperawatanterdiri atas:
1)Seksi Pelayanan KeperawatanRawatJalan; dan
2)Seksi Pelayanan KeperawatanRawat Inap.

k. BidangPenunjang terdiri atas:
1)Seksi Sarana Medik;dan
2)Seksi Sarana NonMedik.

l. BidangKepegawaianterdiri atas:
1)Seksi PengelolaanData dan Perencanaan Pegawai;dan
2)Seksi AdministrasiKepegawaian.

m. Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan serta Mutu terdiri
atas:
1)Seksi Diklatdan Litbang;dan
2)SeksiMutu dan Akreditasi.

n. BidangHukum dan Humas terdiri atas:
1)Seksi Hukum dan Kemitraan;dan
2)Seksi Humas dan Informasi.

o. Komite;
p. Satuan Pemeriksaan Internal;
q. Instalasi/Unit; dan
r. KelompokJabatan fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubemur ini.
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(1) Rumah Sakit Umum Daerah Ulin mempunyai tugas menyelenggarakan
sebagian urusan pemerintahan Daerah di bidang penyelenggaraan
pelayanan Kesehatan, khususnya pelayanan Kesehatan perorangan
secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan
penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan
terpadu dengan peningkatan dan pencegahan serta pelaksanaan upaya
rujukan.

(2) Rumah Sakit dalammelaksanakan tugas sebagaimanadimaksud ayat (1),
mempunyaifungsi:
a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan

sesuai standar pelayanan rumah sakit;
b. penyelenggaraan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui

pelayanan kesehatan yang paripuma meliputi promotif, preventif,
kuratif, dan rehabilitatif;

c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia
dalam rangka peningkatan kemampuan pemberian pelayanan
kesehatan;

d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan
teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan
kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang
Kesehatan;dan

e. penyelenggaraan pelayanan administrasi umum, keuangan,
kepegawaian,fasilitasihukum dan perencanaan Rumah Sakit;

(3) Rumah Sakit dalam melaksanakan uraian tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)mempunyaiuraian tugas sebagaiberikut:
a. menetapkan kebijakan teknis penyelenggaraanpelayanan kesehatan

sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubemur sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. menetapkan kebijakanoperasionalpenyelenggaraanpelayananmedik;
c. menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan pelayanan

penunjangmedikdan non medik;
d. menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan pelayanan

asuhan keperawatan;
e. menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan pelayanan

rujukan;
f. menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraanpendidikan dan

pelatihan;
g. menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan penelitian dan

pengembangankesehatan;
h. memantau dan mengendalikanpengelolaanketatausahaan; dan
1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang

tugas dan tanggungjawabnya.

Pasa14

BagianKedua
Tugas,Fungsi dan UraianTugasRumah Sakit
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(3) WakilDirektur AdministrasiUmum dan Keuangan melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai
berikut:
a. mengkoordinasikan kegiatan perumusan penyusunan program,

membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan
kegiatanurusan keuangan;

b. mengkoodinasikan kegiatan perumusan penyusunan program,
membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan
kegiatan akuntansi dan manajemen keuangan;mengkoodinasikan
kegiatan perumusan penyusunan program, membina, mengatur,
mengendalikandan mengevaluasipengelolaanurusan ketatausahaan,
rumah tangga dan perlengkapan;

c. mengkoordinasikankegiatan, membina, mengatur dan mengevaluasi
pelaksanaan programumum dan keuangan; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai bidang
tugas dan tanggungjawabnya.

perencanaan
di bawah

b. perencanaan dan pengembangan ketatausahaan,
program dan evaluasi, keuangan dan instalasi
koordinasinya;

c. pengkoordinasianpelaksanaan ketatausahaan, perencanaan program
dan evaluasi,keuangan dan instalasi di bawah koordinasinya;

d. pembinaan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan
ketatausahaan, perencanaan program dan evaluasi, keuangan dan
instalasi di bawahkoordinasinya;

e. pengawasan, pengendalian dan pengkoordinasian kegiatan
ketatausahaan, perencanaan program dan evaluasi, keuangan dan
instalasi di bawah koordinasinya;dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai bidang
tugas dan tanggungjawabnya.

f.

(1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas
mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan urusan keuangan,
akuntansi dan manajemen keuangan dan serta pengelolaan urusan
ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan.

(2) Wakil Direktur Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),mempunyai fungsi:
a. pengkoordinasian perumusan strategi dan kebijakan ketatausahaan,

perencanaan program dan evaluasi, keuangan dan instalasi di bawah
koordinasinya;

Pasa15

Bagian Ketiga
Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan

(4) Tugas dan fungsi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3) menjadi tugas dan fungsi serta tanggung jawab
Direktur Rumah Sakit.
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b. Sub BagianPerlengkapandan Rumah Tangga;dan
c. Sub BagianPrasarana.

akreditasi rumah sakit pada

pengendalianpengaturan,c. penyusun program, pembinaan,
pemeliharaan sarana rumah sakit; dan

d. penyusun program untuk mendukung
bagian umum.

(3) Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyaiuraian tugas sebagaiberikut:
a. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan
mengevaluasipelaksanaan urusan ketatausahaan

b. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan
mengevaluasipengelolaanurusan rumah tangga dan perlengkapan;

c. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan
mengevaluasi pelaksanaan pemeliharaan sarana dan peralatan
kesehatan rumah sakit; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Wakil Direktur Administrasi
Umumdan Keuangansesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

(4) Struktur Organisasi Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. Sub BagianTata Usaha;

(1) Bagian Umum mempunyai tugas mengelola urusan ketatausahaan,
perlengkapan dan rumah tangga, serta pemeliharaan sarana dan
peralatan kesehatan rumah sakit.

(2) Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyaifungsi:
a. penyusun program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan

evaluasi kegiatan pengelolaanurusan ketatausahaan;
b. penyusun program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan

evaluasi kegiatan pengelolaan urusan rumah tangga dan
perlengkapan;

Pasa16

Paragraf 1
BagianUmum

(4) Susunan organisasi Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan
terdiri atas:
a. BagianUmum;
b. BagianKeuangan;
c. BagianAkuntansi; dan
d. BagianPerencanaan dan Organisasi.
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(1) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan
pengelolaan perlengkapanjrumah tangga dan melaksanakan pengadaan
barangj jasa.

(2) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai
berikut:
a. melaksanakan urusan penataan dan perawatan Perlengkapan dan

Rumah Tangga;
b. menyiapkan bahan penyusunan RKBU (Rencana Kegiatan Barang

Unit) dan RTBU (Rencana Tahunan Barang Unit) sesuai usulan
masing-masing BidangjBagian Kerja;

c. mengoordinasikan pengelolaan parkir umum dan
karyawan j mahasiswa;

d. melaksanakan penataan perlengkapan dalam rangka pengadaan
saranay prasarana yang tidak langsung berkenaan dengan pelayanan
pasien;

e. melaksanakan pengadaan barang dan jasa rumah sakit termasuk
penyediaan pakaian kerja karyawan;

f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan urusan
perlengkapan dan rumah tangga serta pengadaan barang/jasa; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Umum sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Pasa18

(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4)
huruf a mempunyai tugas mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi
dan kearsipan rumah sakit.

(2) Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan bah an dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan

urusan ketatausahaan rumah sakit;
b. mengelola urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan,

percetakan dan ekspedisi;
c. melaksanakan kegiatan penyimpanan, penilaian, pemindahan dan

penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip;
d. melaksanakan administrasi perjalanan dinas;
e. menyiapkan saran a rapat pimpinan;
f. menyiapkan pelayanan akomodasi tamu kedinasan;
g. melaksanakan pengelolaan tata usaha sesuai prinsip akreditasi rumah

sakit;
h. mengoordinir penyusunan RBAbagian umum; dan
1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum

sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Pasal 7
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(1) BagianKeuanganmempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan
dan Evaluasi Anggaran, perbendaharaan, analisis dan evaluasi
pemasukan pendapatan dan pengelolaan pendapatan serta laporan
pertanggungjawabankeuangan.

(2) Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)mempunyaifungsi:
a. penyusunan dan evaluasi anggaran penerimaan dan pengeluaran

operasionalrumah sakit serta pertanggungjawabankeuangan;
b. penyelenggaraankegiatan perbendaharaan yang meliputi penerimaan

dan pembukuan pendapatan; dan
c. penyelenggaraan kegiatan mobilisasi dana, intensifikasi dan

ekstensifikasi pendapatan analisis dan evaluasi pemasukan
pendapatan dari pelayanandan sumber lainnya.

Pasal 10

Paragraf2
BagianKeuangan

(1) Sub Bagian Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4)
huruf c mempunyai tugas urusan pemeliharaan saranaj'prasarana dan
peralatan kesehatan rumah sakit untuk menunjang pelayanan kepada
pasien.

(2) Sub Bagian Prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. membuat program kerja pemeliharaan dan perbaikan prasarana

secara berkala;
b. melaksanakan program manajemen fasilitas dan keselamatan (MFK)

akreditasi rumah sakit pada aspek prasarana;
c. membuat program efisiensi pemakaian listrik, air, telpon Zinternet

serta BBM;
d. menyiapkan prasarana yang akan disewa oleh pihak lain;
e. melaksanakan dan mengoordinir kalibrasi dan uji performa agar

prasarana berfungsi sesuai dengan standar yang berlaku;
f. menyusun rencana kebutuhan prasarana yang digunakan dalam

program pelayanan kesehatan, serta kebutuhan suku cadang yang
diperlukan;

g. melaksanakan pemantauan, perbaikan dan pemeliharan prasarana di
rumah sakit termasuk sumber air bersih, sumber listrik PLN,UPS,
Genset, tata udara dan Lift/Elevator;

h. melakukan evaluasi terhadap vendor yang melaksanakan kontrak
pemeliharaanprasarana;

1. melaksanakan reviuw dan memberi masukan atas rencana
pengembanganprasarana rumah sakit; dan

J. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian umum
sesuai bidangtugas dan tanggungjawabnya.

Pasal9
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(1) Sub Bagian Penyusunan dan Evaluasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasall0 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
penyusunan anggaran penerimaan dan pengeluaran operasional rumah
sakit serta laporan realisasi pertanggungjawaban anggaran.

(2) Sub Bagian Penyusunan dan Evaluasi Anggaran dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas
sebagai berikut:
a. menghimpun dan mengolah data rencana anggaran dan rencana

penerimaan dan pendapatan rumah sakit;
b. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran belanja tidak

langsung, anggaran belanja langsung, rencana penerimaan dan
pendapatan rumah sakit;

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan konsultasi
dengan instan si terkait dalam rangka penyusunan dan perubahan
anggaran;

d. menyiapkan bah an dan menyusun laporan pertanggungjawaban
realisasi anggaran dan penerimaan rumah sakit;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran dan
realisasi penerimaan;

f. menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan

sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Pasal 11

(3) Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan dan evaluasi
anggaran;

b. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perbendaharaan;

c. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendapatan,
intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan;

d. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan laporan pertanggungjawaban
keuangan;dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur
Administasi Umum dan Keuangan sesuai bidang tugas dan tanggung
jawabnya.

(4) Struktur Organisasi Bagian Keuangan terdiri atas:
a. Sub Bagian Penyusunan dan Evaluasi Anggaran;
b. Sub Bagian Perbendaharaan; dan
c. Sub Bagian Pengelolaan Pendapatan.
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(1) Sub Bagian Pengelolaan Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan
pendapatan, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan rumah sakit.

(2) Sub Bagian Pengelolaan Pendapatan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai
berikut:
a. menghimpun dan mengolah data sumber pendapatan dari pelayanan

rumah sakit dan sumber lainnya;
b. menyiapkan bah an dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan

pendapatan rumah sakit;
c. melaksanakan kajian kegiatan pengelolaan pendapatan dalam rangka

intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan rumah sakit;
d. menyiapkan bahan kebijakan untuk pengelolaan pendapatan dalam

rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan rumah sakit;
e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan unit kerja

dalam rangka promosi pemasaran kebijakan pengelolaan
pendapatan; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan
sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal13

(1) Sub Bagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan perbendaharaan yang
meliputi pembukuan penerimaan dan pendapatan rumah sakit serta
pembayaran pembelian barang dan jasa.

(2) Sub Bagian Perbendaharaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menghimpun dan mengolah data penerimaan dan pengeluaran rumah

sakit;
b. melaksanakan analisis dan evaluasi realisasi penerimaan dan rencana

target pendapatan;
c. menerima setiap pembayaran dari tindakan medik dari pelayanan

rumah sakit;
d. melaksanakan kegiatan pembukuan penerimaan dan pendapatan

rumah sakit dari pelayanan dan sumber lainnya;
e. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan;
f. melaksanakan pembayaran dari pembelian barang dan jasa;
g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan jumlah penerimaan dan

pengeluaran rumah sakit; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Keuangan

sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal12
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(1) Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal14 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan verifikasi
pembukuan penerimaan dan pengeluaran serta penyusunan laporan
pertanggungjawaban.

(2) Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan Keuangan dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas
sebagai berikut:
a. menghimpun dan mengolah data penerimaan dan pengeluaran rumah

sakit;

Pasal15

(1) Bagian Akuntasi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan verifikasi
dan pelaporan keuangan, pengelolaan aset dan barang rumah sakit,
menganalisis dan mengevaluasi pendapatan dan belanja dari pelayanan
rumah sakit serta melakukan pengendalian.

(2) Bagian Akuntasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1),mempunyai fungsi:
a. penyusunan program, koordinasi, pengaturan, dan pengendalian

pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi pendapatan dari
pelayanan rumah sakit;

b. penyusunan program, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan
kegiatan kegiatan verifikasi dan pembuatan laporan keuangan; dan

c. penyusunan program, koordinasi, pengaturan dan pengendalian
pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset dan barang rumah sakit.

(3) Bagian Akuntasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi

pembinaan kegiatan analisis dan evaluasi pendapatan dari pelayanan
rumah sakit;

b. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan verifikasi dan pembuatan laporan keuangan;

c. menyusun program, mengatur mengendalikan dan mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset dan barang rumah sakit;

d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi
pelaksanaan program akuntansi; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur
Administrasi Umum dan Keuangan sesuai bidang tugas dan tanggung
jawabnya.

(4) Susunan organisasi Bagian Akuntansi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a. Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan Keuangan;
b. Sub Bagian Pengelolaan Aset dan Barang; dan
c. Sub Bagian Analisa Pendapatan, Belanja dan Pengendalian.

Pasal14

Paragraf 3
Bagian Akuntansi
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(1) Sub Bagian Analisa Pendapatan, Belanja dan Pengendalian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c mempunyai tugas
melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerimaan, pengeluaran dan
upaya pengendalian serta menyusun arah kebijakan yang akan datang.

(2) Sub Bagian Analisa Pendapatan, Belanja dan Pengendalian dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
uraian tugas sebagai berikut:
a. menghimpun dan mengolah data penerimaan dan pengeluaran rumah

sakit;
b. menyiapkan bahan dan melakukan upaya pengendalian, pemantauan

dan evaluasi atas penerimaan dan pengeluaran rumah sakit;

Pasal17

(1) Sub Bagian Pengelolaan Aset dan Barang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
analisis kebutuhan barang dan biaya serta penyusunan laporan keadaan
barang.

(2) Sub Bagian Pengelolaan Aset dan Barang dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai
berikut:
a. menghimpun dan mengolah data kebutuhan barang rumah sakit;
b. melaksanakan survey harga barang kebutuhan rumah sakit;
c. menyiapkan bahan dan kerja sarna dengan instansijunit kerja terkait

dalam penyusunan rencana kebutuhan barang rumah sakit;
d. menyusun rencana kebutuhan barang rumah sakit;
e. melaksanakan analisis biaya harga-harga barang sesuai dengan

rencana kebutuhan rumah sakit;
f. menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran

pengadaanjpembelian barang sesuai kebutuhan;
g. melaksanakan verifikasi dan inventarisasi barang rumah sakit;
h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan barang rumah sakit sesuai

verifikasi barang; dan
1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

Akuntansi sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Pasal16

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi atas pengeluaran
pengeluaran rumah sakit;

c. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban
penerimaan dan pengeluaran rumah sakit;

d. melaksanakan analisis dan evaluasi permasalahan pada penerimaan
dan pengeluaran rumah sakit;

e. menyiapkan dan menyusun bahan pertimbangan tentang penerimaan
dan pengeluaran sebagai bahan kebijakan; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Akuntansi sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
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(1) Bagian Perencanaan dan Organisasi mempunyai tugas pokok
melaksanakan pengelolaan program dan perencanaan, Pelaporan dan
Evaluasi data serta pengumpulan, pengolahan informasidata, organisasi,
tatalaksanana, pemasaran jasa layanan dan mutu rumah sakit.

(2) Bagian Perencanaan dan Organisasi dalam melaksanakan tugas
sebagaimanadimaksud pada ayat (1)mempunyaifungsi:
a. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan

evaluasi pelaksanaan kegiatanprogramdan perencanaan;
b. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan

evaluasi pelaksanaan pembuatan pelaporan dan evaluasi;dan
d. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan

evaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan informasi data,
organisasi, tatalaksana, pemasaran produk dan mutu rumah sakit.

(3) Bagian Perencanaan dan Organisasi dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai
berikut:
a. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan

mengevaluasipelaksanaan kegiatan programdan perencanaan;
b. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan

mengevaluasipelaksanaan pembuatan pelaporan dan evaluasi;
c. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan

mengevaluasi pelaksanaan pengumpulan informasi data, organisasi,
tatalaksana, pemasaranjasa layanan dan mutu rumah sakit;

d. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk
kelancaran pelaksanaan tugas dibidangperencanaan; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur
Administrasi Umum dan Keuangan sesuai bidang tugas dan
tanggungjawabnya.

(4) Susunan Organisasi Bagian Perencanaan dan Organisasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)terdiri atas:
a. Sub BagianPerencanaan;
b. Sub BagianPelaporandan EvaluasiData; dan
c. Sub BagianOrganisasidan Tata Laksana.

Pasal 18

Paragraf4
BagianPerencanaan dan Organisasi

c. melaksanakan analisis dan evaluasi atas penerimaan dan pengeluaran
pengeluaran rumah sakit;

d. menyiapkan dan menyusun bahan rencana kebijakan tentang
penerimaan dan pengeluaran sebagai bahan kebijakan;

e. melaksanakan analisa kelayakan belanja terhadap setiap usulan
belanja dari BidangjBagian atau unit kerja; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Akuntansi sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.
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(1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4)
huruf a mempunyai tugas mengumpulkan, menyiapkan bahan dan
menyusun rencana program dan anggaran kegiatan di lingkungan Rumah
Sakit Umum Daerah Ulin Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sub Bagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang

berhubungan dengan Perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

b. menginventarisasi dan mengolah data yang berhubungan dengan
Perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan
petunjuk pemecahan masalah;

c. menghimpun rencana program dan kegiatan dari seluruh Bidang
sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Tahunan, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah serta Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Rumah Sakit;

d. mengumpulkan Zmenyiapkan dokumen dan memproses Rancangan
Rencana Kerja Anggaran (RRKA)dan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
rumah sakit;

e. mempersiapkan bahan dalam rangka menyusun anggaran kinerja
rumah sakit dan melakukan perubahan baik penambahan atau
pengurangan anggaran pendapatan dan belanja sesuai dengan usulan
masing-masing bidang;

f. membagi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, bimbingan,
mengevaluasi, mengawasi, membina dan menilai hasil kerja bawahan
di lingkungan Sub Bagian Perencanaan agar pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;

g. menyampaikan saran dan telaahan kepada Kepala Bagian
Perencanaan dan Organisasi menyangku t kegiatan perencanaan
rumah sakit;

h. menyusun laporan rumah sakit baik bulanan, triwulanan, dan
tahunan, sesuai dengan peraturan sebagai pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

1. menghimpun rencana program dan kegiatan dari seluruh
bidang/bagian dan Unit layanan sebagai bahan dalam penyusunan
Rencana Bisnis Anggaran (RBA), Rencana Strategis Bisnis (RSB)
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ulin;

J. melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan kepada
Kepala Bagian Perencanaan dan Organisasi; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Perencanaan dan Organisasi sesuai bidang tugas dan
tanggungjawabnya.

Pasal19
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(1) Sub Bagian Organisasi dan Tatalaksana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (4) huruf c mempunyai tugas mengumpulkan bahan
penyusunan pedoman, petunjuk pembinaan, penataan sistemmetodedan
prosedur kerja dilingkuprumah sakit.

(2) Sub Bagian Organisasi dan Tatalaksana dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai
berikut:
a. menyiapkan petunjuk/pedoman kerja dan melaksanakan pembinaan

tata naskah di lingkungan rumah sakit;

Pasal21

(1) Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi Data sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan
menyusun pelaporan dan evaluasi dilingkungan Rumah Sakit Umum
Daerah Ulin sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang
undangan.

(2) Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi Data dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai
berikut:
a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang

berhubungan dengan pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang

berhubungan dengan Pelaporan dan Evaluasi sebagai pedoman
pelaksanaan tugas dan petunjuk pemecahan masalah;

c. melakukan pengumpulan data dan penyusunan Laporan Tahunan,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)dinas,
bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj),bahan laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)Rumah Sakit;

d. melakukan koordinasi dengan bagian keuangan dalam penilaian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran Rumah Sakit Umum Daerah
Ulin;

e. membagi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, bimbingan,
mengevaluasi, mengawasi, membina dan menilai hasil kerja bawahan
di lingkungan Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi Data agar
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang
berlaku;

f. menyampaikan saran dan telaahan kepada Kepala Bagian
Perencanaan dan Organisasi;

g. menyusun laporan rumah sakit baik bulanan, triwulanan, dan
tahunan, sesuai dengan peraturan sebagai pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

h. melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi
Data kepada Kepala Bagian Perencanaan dan Organisasi; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Perencanaan dan Organisasi sesuai bidang tugas dan
tanggungjawabnya.

Pasa120
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(1) Wakil Direktur Penunjang Non Medik, Hukum dan Diklat mempunyai
tugas mengkoordinasikan perencanaan kebutuhan pendidikan dan
penelitian, pengembangan serta melakukan bimbingan, pengawasan dan
penilaian pelaksanaan pendidikan dan penelitian, pengembangan,
administrasi kepegawaian,perlindungan dan Pendampinganhukum serta
Hubungan masyarakat.

(2) Wakil Direktur Penunjang Non Medik, Hukum dan Diklat dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai
fungsi:
a. pengkoordinasian perumusan strategi dan kebijakan Pelayanan Non

Medik,Hukum dan Diklat serta instalasi di bawah koordinasinya;
b. perencanaan dan pengembangan pelayanan Pelayanan Non Medik,

Hukum dan Diklat serta instalasi di bawah koordinasinya;
c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Pelayanan Non Medik,

Hukum dan Diklat serta instalasi di bawah koordinasinya;
d. pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan pelayanan Pelayanan

NonMedik,Hukum dan Diklat serta instalasi di bawah koordinasinya;
e. pengevaluasian terhadap kegiatan Pelayanan NonMedik,Hukum dan

Diklat serta instalasi di bawah koordinasinya;
f. pengawasan, pengendalian dan pengkoordinasian kegiatan Pelayanan

NonMedik,Hukum dan Diklat serta instalasi di bawah koordinasinya;
dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai bidang
tugas dan tanggungjawabnya.

Pasal22

BagianKeempat
WakilDirektur Penunjang NonMedik,Hukum dan Diklat

b. pengkoordinasian dengan bidang terkait dalam hal laporan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) serta indikator
kinerja Rumah Sakit;

c. pengkoordinasian pengumpulan bahan, data dan evaluasi
kelembagaandan ketatalaksanaan;

d. pengkoreksiankebenaran materi naskah dinas di lingkup rumah sakit;
e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas

ketatalaksanaan;
f. menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang

langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang
tugasnya;dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Perencanaan dan Organisasi sesuai bidang tugas dan
tanggungjawabnya.
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(1) Bidang Kepegawaian mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan
pegawai, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan data
kepegawaian dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian.

(2) Bidang Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)mempunyai fungsi:
a. penyusunan program, pengaturan, pengendalian dan evaluasi

kegiatan perencanaan pegawai dan pengelolaan data kepegawaian;
b. penyusunan program pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan

penyelenggaraan administrasi kepegawaian; dan
c. penyusunan program, pengaturan, pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan perencanaan
pegawai, pengelolaan data kepegawaian dan penyelenggaraan
administrasi kepegawaian.

(3) Bidang Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi

pelaksanaan kegiatan pengelolaan data dan perencanaan pegawai;

Pasal23

Paragraf 5
Bidang kepegawaian

(3) Wakil Direktur Penunjang Non Medik, Hukum dan Diklat dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
uraian tugas sebagai berikut:
a. mengoordinasikan kegiatan perumusan penyusunan program,

membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan
kegiatan perencanaan kebutuhan pendidikan dan penelitian;

b. mengoordinasikan kegiatan perumusan penyusunan program,
membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan
kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan administrasi
kepegawaian;

c. mengoordinasikan kegiatan perumusan penyusunan program,
membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan
kegiatan perlindungan dan bantuan hukum;

d. mengoordinasikan kegiatan perumusan penyusunan program,
membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi program
bimbingan, pengawasan dan penilaian pelaksanaan kegiatan
pendidikan dan penelitian, pengembangan, administrasi kepegawaian,
perlindungan dan Pendampingan hukum serta Hubungan
Masyarakat; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai bidang
tugas dan tanggung jawabnya.

(4) Susunan Organisasi Wakil Direktur Penunjang Non Medik, Hukum dan
Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Bidang Kepegawaian;
b. Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan serta Mutu; dan
c. Bidang Hukurn dan Humas.
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(1) Seksi Administrasi Kepegawaiansebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
administrasi kepegawaian, pembinaan dan pengawasan serta
kesejahteraan pegawai.

Pasal25

(1) Seksi Pengelolaan Data dan Perencanaan Pegawai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal23 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
pengelolaan data kepegawaian dan pengembangan informasi kepegawaian
serta menyusun perencanaan kepegawaian.

(2) Seksi Pengelolaan Data dan Perencanaan Pegawai dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas
sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja pengelolaan data dan

pelayanan informasi kepegawaian;
b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data dan

informasi kepegawaian;
c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengolahan data kepegawaian

secara manual dan elektronik;
d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan informasi dan

pelayanan informasi kepegawaian;
e. menyiapkan bahan dan melakukan kerja sama dengan unit kerja

dalam pengelolaan data dan informasi kepegawaian;
f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan,penyimpanan dan

penataan data dan arsip perorangan kepegawaian;
g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelasanaan kegiatan

penyelengggaraanpengelolaandata dan perencanaan pegawai;dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Kepegawaiansesuai tugas dan tanggungjawabnya.

Pasal24

b. menyusun program, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan administrasi kepegawaian;

c. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi
Pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan perencanaan
pegawai, pengelolaan data kepegawaian dan penyelenggaraan
administrasi kepegawaian; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Waki1 Direktur
Penunjang Non Medik, Hukum dan Diklat sesuai bidang tugas dan
tanggung jawabnya.

(4) Susunan Organisasi Bidang Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a. Seksi Pengelolaan Data dan Perencanaan Pegawai; dan
b. Seksi Administrasi Kepegawaian.
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(1) Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Mutu
mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pengarahan,
pengendalian dan pengawasan program pendidikan, pelatihan dan
pengembangan sumber daya manusia rumah sakit serta melakukan
bimbingan pelaksanaan, pemantauan, pengawasan dan penilaian
pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pelatihan tenaga medis
dan non medis.

(2) Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Mutu
dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1)mempunyai fungsi:
a. penyusunan program, pembinaan, pengaturan dan evaluasi kegiatan

pendidikan, pelatihan dan penelitian;
b. penyusunan program, pembinaan, pengaturan dan evaluasi kegiatan

Pengembangan sumber daya manusia rumah sakit dan sarana
Pendidikan, pelatihan serta penelitian; dan

c. penyusunan program, pembinaan, pengaturan dan evaluasi
pelaksanaan kerja sarna dengan lembaga pendidikan kesehatan.

(3) Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Mutu
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

Pasa126

Paragraf6
Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian

dan Pengembangan serta Mutu

(2) Seksi Administrasi Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pegawai yang

meliputi formasi, bezetting dan rekruitmen;
b. menyiapkan bahan dan proses rotaei/rnutasi kepegawaian yang

meliputi pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan
gaji berkala, pembantuan, penarikarr/pengangkatan kembali dan
pemberhentian serta pensiun;

c. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin, pengawasan
melekat, kesejahteraan pegawai, pemberian tanda jasa/penghargaan
dan kedudukan hukum pegawai;

d. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian meliputi DUK,data
pegawai, dokumentasi berkas kepegawaian dan absensi kepegawaian;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan
kepegawaian;

f. melaksanakan bimbingan peningkatan jiwa dan korsa, penyelesaian
kasus pegawai dan tindakan hukum disiplin pegawai;

g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan
penyelenggaraan administrasi kepegawaian; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Kepegawaian sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
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(1) Seksi Diklat dan Litbangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4)
huruf a mempunyai tugas rencana kegiatan, penggerakan dan evaluasi
pengelolaanpelatihan rumah sakit.

(2) Seksi Diklat dan Litbang dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)mempunyaiuraian tugas sebagaiberikut:
a. menyusun rencana kerja seksi;
b. melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam hal pengelolaan

pelatihan di rumah sakit;
c. menyiapkan bahan pelatihan untuk tenaga medis, non medis dan

tenaga kesehatan, dan non kesehatan lainnya di rumah sakit;
d. melakukan evaluasi pelaksanaan pelatihan di rumah sakit;
e. rnenyiapkan bahan dan rnenyusun laporan pelaksanaan kegiatan

penyelenggaranpelatihan rurnah sakit;
f. rnenyusun rencana kegiatan, rnelaksanakan kegiatan pendidikan

sesuai dengan keprofesiandan disiplinilrnu;
g. rnenyiapkan bahan dan data tenaga rnedis dan non rnedis calon

peserta pendidikan dan melakukan kerja sarna dengan unit
ketjaj instansi terkait dalarnkegiatan pendidikan di rurnah sakit;

h. rnenyiapkan bahan dan melakukan kerja sarna dengan unit
kerja/ instansi terkait dalam kegiatan pendidikandi rumah sakit;

i. menyiapkan bahan dan administrasi fasilitasi proses pendidikan
tenaga kesehatan dari institusi yang bekerjasama dengan rumah sakit
serta melakukan koordinasi dengan unit pelaksana teknis kegiatan
pendidikan;

J. menyiapkan bahan pelaksanaan pendidikan tenaga di dalam dan luar
rumah sakit;
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a. mengoordinasikan penyusunan program, mengarahkan,
megendalikan, mengawasi dan mengevaluasi pendidikan, pelatihan
serta penelitian;

b. mengoordinasikan penyusunan program, mengarahkan,
mengendalikan,mengawasidan mengevaluasipengembangan sumber
daya manusia RS;

c. rnengoordinasikan penyusunan program, mengarahkan,
mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan sarana
pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan Sumber Daya
ManusiaRumah Sakit;

d. mengoordinasikan penyusunan program mengarahkan,
mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi kerja sarna dengan
lembagapendidikan kesehatan; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Non
PelayananMedik,Hukum dan Diklat sesuai bidang tugas.

(4) Susunan Organisasi Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan
Pengembangan serta Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. SeksiDiklatdan Litbang;dan
b. SeksiMutu dan Akreditasi.
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(1) Bidang Hukum dan Humas mempunyai tugas melaksanakan pemberian
pendampingan hukum, perlindungan hukum, telaahan hukum,
memproses pengolahan produk hukum dan mediasi serta penyusunan
program hubungan masyarakat, memberikan informasi/klarifikasi
pemberitaan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit serta
pembinaan dan peningkatan jalinan kemitraarr/kerja sama dibidang
Pelayanan Kesehatan dengan pihak Media, Perusahaan Swasta,
Perbankan, Instansi Pemerintah lain, serta LembagaPendidikan.

(2) Bidang Hukum dan Humas dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)mempunyai fungsi:
a. penyusunan program, pengaturan, pengendalian dan evaluasi

kegiatan pemberian pendampingan dan perlindungan hukum;
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Paragraf7
BidangHukum dan Humas

(1) Seksi Mutu dan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4)
huruf b mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, penggerakan dan
evaluasi pengelolaanMutu dan AkreditasiRumah Sakit.

(2) Seksi Mutu dan Akreditasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. penyusunan rencana kerja seksi;
b. melaksanakan analisis data kebutuhan pengembangan sumber daya

manusia rumah sakit melalui pendidikan formal dan informal sesuai
dengan keprofesiandan disiplin ilmu;

c. menyiapkan bahan administrasi fasilitasi pelaksanaan penelitian di
rumah sakit dan pihak yang bekerjasama dengan rumah sakit serta
melakukan koordinasi dengan unit pelaksana teknis kegiatan
penelitian;

d. menyusun rencana pengembangan SDMRS;
e. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan mutu dan akreditasi

pendidikan;
f. koordinasi dengan Komite Koordinasi Pendidikan dalam

penyempurnaan dan penyusunan pelaksanaan pedoman, petunjuk
pelaksanaan teknis mutu dan akreditasi pendidikan;

g. penyiapan penyelenggaran dan peningkatan mutu akreditasi
pendidikan; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Diklat,
Litbangserta mutu sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
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k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan
penyelenggaran penyusunan rencana kegiatan pendidikan sumber
daya manusia rumah sakit; dan

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Diklat,
litbang serta mutu sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.
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(1) Seksi Hukum dan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
ayat (4) huruf a mempunyai tugas melakukan pendampingan hukum,
telaahan hukum, menyusun draft perjanjian kerja sarna, produk hukum
rumah sakit, dan mediasi serta membina dan meningkatkan jalinan
kemitraan antar lembaga.

(2) Seksi Hukum dan Kemitraan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)mempunyaiuraian tugas sebagaiberikut:
a. menyiapkan bahan, menyusun telaahan hukum, melakukan

pemeriksaan, mediasi dan pendampingan hukum terhadap proses
penyelesaianpengaduan atau gugatan atas pelayananRumah Sakit;

Pasal30

b. penyusunan program, pengaturan, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan analisa kebijakanZtelaahan
hukum;

c. penyusunan program, pengaturan, pengendalian dan evaluasi
kegiatan hubungan kemasyarakatan dan pemberian informasitentang
kebijakan yang berkenaan dengan upaya perbaikan dan peningkatan
mutu pelayanan rumah sakit; dan

d. penyusunan program, pengaturan, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan pembinaan dan peningkatan jalinan kemitraan antar
lembaga.

(3) Bidang Hukum dan Humas dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)mempunyaiuraian tugas sebagaiberikut:
a. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi

pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan dan perlindungan hukum
kepada setiap unsur rumah sakit dalam hubungan kedinasan;

b. menyusun program, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan analisa kebijakanjtelaahan
hukum dan peneliti kesesuaian tata naskah produk hukum dan
mediasi;

c. menyusun program, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan hubungan kemasyarakatan dan pemberian
informasi tentang kebijakan yang berkenaan dengan upaya perbaikan
dan peningkatanmutu pelayananRumah Sakit;

d. menyusun program, membina, mengatur,mengawasi dan
mengevaluasipengelolaanprosedur tetap, penyaringan informasi dan
pemberitaan;

e. menyusun program, mengatur, dan mengevaluasi pelaksanaan
pembinaan dan peningkatanjalinan kemitraan antar lembaga;dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur
Pelayanan Non Medik,Hukum dan Diklat, sesuai bidang tugas dan
tanggungjawabnya.

(4) Susunan Organisasi Bidang Hukum dan Humas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)terdiri atas:
a. SeksiHukumdan Kemitraan;dan
b. SeksiHumas dan informasi.
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tugas
medik,

Wakil Direktur Medik dan Keperawatan mempunyai
mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pelayanan
pelayanan perawatan dan penunjang medik.

(1)

Pasa132

BagianKelima
WakilDirekturMedikdan Keperawatan

(1) Seksi Humas dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
ayat (4) huruf b mempunyai tugas menyiapkan bahan pemberitaan
dan pemberian informasi dalam upaya peningkatan mutu pelayanan
Rumah Sakit.

(2) Seksi Humas dan Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)rnempunyaiuraian tugas sebagaiberikut:
a. menghimpun data pemberitaan dan informasi tentang kebijakan

dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit;
b. menyiapkandan menyusun bahan pemberitaan dan informasitentang

program-program kebijakan dalam upaya peningkatan mutu
pelayanan Rumah Sakit;

c. melaksanakan kerja sarna dengan unit kerja, instansi terkait dan
media masa dalam penyelenggaraan konfrensi pers dalam rangka
sosialisasi program-program kebijakan dalam upaya peningkatan
mutu pelayanan Rumah Sakit;

d. melaksanakan penyiaran, klarifikasidan hak jawab informasimelalui
media cetak, elektronik,dan online;

e. melaksanakan promosikesehatan dan pemasaran Rumah Sakit;
f. menyiapkanbahan dan menerbitkan buletin Rumah Sakit;
g. melaksanakan seleksi dan evaluasi serta klippingkoran atau majalah

tentang pemberitaan Rumah Sakit;
h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan

penyelenggaraanhumas dan informasi;dan
1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KepalaBidang Hukum

dan Humas sesuai tugas dan tanggungjawabnya.
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b. menyiapkan bahan dan melakukan kerja sarna dengan Instansi
Pemerintah, Institusi Penegak Hukum atau pihak lainnya dalam
pemberian bantuan dan perlindungan hukum baik di dalam maupun
di luar pengadilandan mediasi;

c. menyiapkan bahan, menelaah dan menyusun draft perjanjian kerja
sarna antar lembaga dan produk hukum Rumah Sakit, Serta
menyusun laporan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraanhukum dan
kemitraan;

d. melaksanakan dokumentasi hukum dan kemitraan, serta sosialisasi
produk-produk hukum; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KepalaBidang Hukum
dan Humas sesuai tugas dan tanggungjawabnya.
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(1) Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas mengoordinasikan
dan mengendalikankegiatan layanan medikrawat jalan dan rawat inap.

Pasa133

Paragraf8
BidangPelayananMedik

(2) Wakil Direktur Medik dan Keperawatan dalam melaksanakan tugas
sebagaimanadimaksud pada ayat (1) mempunyaifungsi:
a. pengkoordinasian perumusan strategi dan kebijakan Medik dan

Keperawatan serta instalasi di bawah koordinasinya;
b. perencanaan dan pengembangan pelayanan Medikdan Keperawatan

serta instalasi di bawah koordinasinya;
c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pelayanan Medik dan

Keperawatanserta instalasi di bawah koordinasinya;
d. pembinaan terhadap penyelenggaraankegiatan pelayanan Medikdan

Keperawatanserta instalasi di bawah koordinasinya;
e. pengevaluasian terhadap kegiatan Pelayanan Medikdan Keperawatan

serta instalasi di bawah koordinasinya;
f. pengawasan, pengendalian dan pengkoordinasian kegiatan pelayanan

Medikdan Keperawatanserta instalasi di bawah koordinasinya;dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai bidang

tugas dan tanggungjawabnya.
(3) Wakil Direktur Medik dan Keperawatan dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai
berikut:
a. mengoordinasikan kegiatan perumusan penyusunan program,

membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan
kegiatan pelayanan medikrawat jalan dan medikrawat inap;

b. mengoordinasikan kegiatan perumusan penyusunan program,
membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan
kegiatan pelayanan rawat jalan dan rawat inap;

c. mengoordinasikan kegiatan perumusan penyusunan program,
membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan
pemanfaatan tenaga medik, teknisi medik dan non medik sera sarana
dan prasarana pada instalasi penunjang medik;

d. mengoordinasikan kegiatan perumusan penyusunan program,
membina,mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan
programmedik.Keperawatandan PenunjangMedik;dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai bidang
tugas dan tanggungjawabnya.

(4) Susunan OrganisasiWakilDirektur Medikdan Keperawatansebagaimana
dimaksud pada ayat (1)terdiri atas:
a. BidangPelayananMedik;
b. BidangPelayananKeperawatan;dan
c. BidangPenunjang.
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(1) Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam
Pasa133 ayat (4)huruf a mempunyaitugas menyusun rencana kebutuhan
dan pemanfaatan tenaga medis, memantau kegiatan tenaga medis dan
mutu pelayananmedikrawatjalan.

(2) Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai
berikut:
a. mengumpulkan dan mengolah data tenaga medis rawat jalan dan

sarana dan prasarana pelayananmedikrawatjalan;
b. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan

pemanfaatan tenaga medis rawat jalan sebagai bahan formasi
kebutuhan kepegawai;

c. menyiapkan bahan, melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan
tenaga medisdan mutu pelayananmedikrawatjalan;
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(2) Bidang Pelayanan Medik dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)mempunyaifungsi:
a. penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan

evaluasi kegiatan perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan tenaga
serta mutu pelayananmedikrawatjalan;

b. penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan
evaluasi rencana kebutuhan dan pemanfaatan tenaga serta mutu
pelayananmedikrawat inap;

c. penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan administrasi pelayanan medik rawat jalan dan
rawat inap; dan

d. penyusunan program, pengaturan, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan kegiatanprogrampelayanan bidangpelayananmedik.

(3) Bidang Pelayanan Medik dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)mempunyaiuraian tugas sebagaiberikut:
a. menyusun program,mengoordinasikan,mengatur, mengendalikandan

mengevaluasi kegiatan penyusunan rencana kebutuhan dan
pemanfaatan tenaga serta mutu pelayananmedikrawatjalan;

b. menyusun program,mengoordinasikan,mengatur, mengendalikandan
mengevaluasi kegiatan penyusunan rencana kebutuhan dan
pemanfaatan tenaga serta mutu pelayananmedikrawat inap;

c. menyusun program,mengoordinasikan,mengatur, mengendalikandan
mengevaluasikegiatan programpelayanan bidangpelayananmedik;

d. menyusun program,mengoordinasikan,mengatur, mengendalikandan
mengevaluasipelaksanaan administrasi pelayanan medik rawat jalan
dan rawat inap; dan

e. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Wakil Direktur Medikdan
Keperawatansesuai bidangtugas dan tangungjawabnya.

(4) Susunan Organisasi Bidang Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)terdiri atas:
a. MedikRawatJalan; dan
b. SeksiPelayananMedikRawatInap.

_- 28 --



(1) Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan
bimbingan dan peningkatan mutu pelayanan asuhan keperawatan rawat
jalan dan rawat inap, perencanaan kebutuhan tenaga dan pemanfaatan
sarana dan prasarana keperawatan serta pembinaan dan pengawasan
etika perawatan.
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Paragraf9
BidangPelayananKeperawatan

(1) Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam
Pasal33 ayat (4)huruf b mempunyaitugas menyusun rencana kebutuhan
dan pemanfaatan tenaga medis, memantau kegiatan tenaga medis dan
mutu pelayananmedikrawat inap.

(2) Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai
berikut:
a. mengumpulkan dan mengolah data tenaga medis rawat jalan dan

sarana dan prasarana pelayananmedikrawat inap;
b. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan

pemanfaatan tenaga medis rawat inap sebagai bahan formasi
kebutuhan kepegawai;

c. menyiapkan bahan, melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan
tenaga medisdan mutu pelayananmedikrawat inap;

d. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan sarana dan
prasarana pelayananmedikrawat jalan;

e. menyiapkan bahan dan melakukan kerja sarna dengan unit kerja
terkait dalam penyusunan rencana kebutuhan dan pemanfaatan
tenaga medis dan rencana kebutuhan sarana dan prasarana
pelayananmedikrawat inap;

f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan
pelayananmedikrawat inap; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
PelayananMediksesuai tugas dan tanggungjawab.
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d. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan sarana dan
prasarana pelayananmedikrawatjalan;

e. menyiapkan bahan dan melakukan kerja sama dengan unit kerja
terkait dalarn penyusunan rencana kebutuhan dan pemanfaatan
tenaga medis dan rencana kebutuhan sarana dan prasarana
pelayananmedikrawatjalan;

f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan
pelayananmedikrawatjalan; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
PelayananMediksesuai tugas dan tanggungjawab.
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(1) Seksi Pelayanan KeperawatanRawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam
Pasa136 ayat (4)huruf a mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan
tenaga keperawatan dan sarana dan prasarana, pemanfaatan, pembinaan
dan peningkatan mutu tenaga keperawatan serta pelaksanaan etika
profesikeperawatan pelayanan rawat jalan.

(2) Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai
berikut:
a. mengumpulkan dan mengolah data tenaga keperawatan rawat jalan

dan sarana dan prasarana pelayanan keperawatan rawat jalan;
b. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan

pemanfaatan tenaga keperawatan rawat jalan sebagai bahan formasi
kebutuhan kepegawai;

c. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan sarana dan
prasarana pelayanan keperawatan rawat jalan;
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(2) Bidang Pelayanan Keperawatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
a. penyusunan program, pengaturan, pengendalian dan evaluasi

kegiatan bimbingan dan peningkatan mutu pelayanan asuhan
keperawatan rawat jalan dan rawat inap;

b. penyusunan program, pengaturan, pengendalian dan evaluasi
kegiatan kegiatan penyusunan rencana kebutuhan dan pemanfaatan
sarana dan prasarana keperawatan;

c. penyusunan program, pengaturan, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan standar pelayanan asuhan keperawatan; dan

d. penyusunan program, pengaturan, pengendalian dan evaluasi
pembinaan dan pengawasan etika keperawatan.

(3) Bidang Pelayanan Keperawatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi

pelaksanaan kegiatan bimbingan dan peningkatan mutu pelayanan
asuhan keperawatan rawat jalan dan rawat inap;

b. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kebutuhan dan
pemanfaatan sarana dan prasarana keperawatan;

c. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi
pelaksanaan standar pelayanan asuhan keperawatan;

d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi
pembinaan dan pengawasan etika keperawatan; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Medik
dan Keperawatansesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

(4) Susunan Organisasi Bidang Pelayanan Keperawatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)terdiri atas:
a. Seksi PelayananKeperawatanRawatJalan; dan
b. Seksi PelayananKeperawatan Rawat Inap.

-- 30 --



(1) Seksi Pelayanan KeperawatanRawat Inap sebagaimana dimaksud dalam
Pasa136 ayat (4)huruf b mempunyaitugas menyusun rencana kebutuhan
tenaga keperawatan dan sarana dan prasarana, pemanfaatan, pembinaan
dan peningkatan mutu tenaga keperawatan serta pelaksanaan etika
profesikeperawatanpelayanan rawat inap.

(2) Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai
berikut:
a. mengumpulkan dan mengolah data tenaga keperawatan rawat inap

dan sarana dan prasarana pelayanan keperawatanrawat inap;
b. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan

pemanfaatan tenaga keperawatan rawat inap sebagai bahan formasi
kebutuhan kepegawai;

c. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan sarana dan
prasarana pelayanankeperawatan rawat inap;

d. menyiapkan bahan dan melakukan kerja sarna dengan unit kerja
terkait dalam penyusunan rencana kebutuhan dan pemanfaatan
tenaga medis dan rencana kebutuhan sarana dan prasarana
pelayanan keperawatanrawat inap;

e. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis peningkatan
mutu dan asuhan keperawatan sesuai dengan standar dan etika
profesikeperawatanpelayanankeperawatan rawat inap;

f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan
pelayananmedikrawat inap; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
PelayananKeperawatansesuai tugas dan tanggungjawabnya.
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d. menyiapkan bahan dan melakukan kerja sama dengan unit kerja
terkait dalam penyusunan rencana kebutuhan dan pemanfaatan
tenaga medis dan rencana kebutuhan sarana dan prasarana
pelayanan keperawatan rawat jalan;

e. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis peningkatan
mutu dan asuhan keperawatan sesuai dengan standar dan etika
profesi keperawatan pelayanan keperawatan rawat jalan;

f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan
pelayananmedikrawatjalan; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
PelayananKeperawatansesuai tugas dan tanggungjawabnya.
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(1) Bidang Penunjang mempunyai tugas mengoordinasikanperencanaan dan
pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang medik dan non
medik, memantau dan mengawasi penggunaan fasilitas sarana dan
prasarana penunjang medikdan non medik.

(2) Bidang Penunjang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)mempunyaifungsi sebagaiberikut:
a. penyusunan program, pengaturan, pengendalian dan evaluasi

kegiatan perencanaan dan pemenuhan kebutuhan sarana dan
prasarana penunjang medikdan non medik;

b. penyusunan program, pengaturan, pengendalian dan evaluasi
kegiatan kegiatan pemantauan dan pengawasan pemanfaatan fasilitas
sarana dan prasarana penunjang medikdan non medik;

c. penyusunan program, pengaturan, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan pembinaan dan pengendalian administrasi sarana
penunjang medikdan non medik;dan

d. penyusunan program, pengaturan, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan pengendalian mutu sarana penunjang medik dan non
medik.

(3) Bidang Penunjang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)mempunyaiuraian tugas sebagaiberikut:
a. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi

pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pemenuhan kebutuhan
sarana dan prasarana penunjang medikdan non medik;

b. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengawasan pemanfaatan
fasilitas sarana dan prasarana penunjang medikdan non medik;

c. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi
pelaksanaan pembinaan dan pengendalian administrasi sarana
penunjang medikdan non medik;

d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi
kegiatan pengendalianmutu sarana penunjang medikdan non medik;
dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Medik
dan Keperawatansesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

(4) Susunan Organisasi Bidang Penunjang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)terdiri atas:
a. Seksi Sarana Medik;dan
b. Seksi Sarana NonMedik.
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Paragraf 10
BidangPenunjang
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(1) Seksi Sarana Non Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4)
huruf b mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan
dan pemantauan pemanfaatan serta pengendalian mutu sarana dan
prasarana penunjang non medik.

(2) Seksi Sarana Non Medik dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. mengumpulkan dan mengolah data sarana dan prasarana penunjang

non medik;
b. menyiapkan bah an dan menyusun rencana kebutuhan

dan pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang non medik;
c. menyiapkan bahan dan melakukan kerja sarna dengan unit kerja

terkait dalam penyusunan rencana kebutuhan saran a dan prasarana
penunjang non medik;

d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan sarana dan
prasarana penunjang non rnedik;

e. menyiapkan bahan, melaksanakan kerja sama dengan unit kerja
terkait dalam rangka pengendalian dan peningkatan mutu saran a dan
prasarana penunjang non medik;

f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan
saran a dan prasarana penunjang non medik; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Penunjang sesuai tugas dan tanggungjawabnya.
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(1) Seksi Sarana Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4)
huruf a mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan
dan pemantauan pemanfaatan serta pengendalian mutu sarana
penunjang medik.

(2) Seksi Sarana Medik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. mengumpulkan dan mengolah data sarana dan prasarana penunjang

medik;
b. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan

pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang medik;
c. menyiapkan bahan dan melakukan kerja sama dengan unit kerja

terkaitdalam penyusunan rencana kebutuhan saran a dan prasarana
penunjang medik;

d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan sarana dan
prasarana penunjang medik;

e. menyiapkan bahan, melaksanakan kerja sama dengan unit kerja
terkait dalam rangka pengendalian dan peningkatan mutu sarana dan
parasarana penunjang medik;

f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan
sarana dan prasarana penunjang medik; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Penunjang sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
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(1) Instalasi merupakan unsur organisasi fasilitas penyelenggaraanpelayanan
medis, penunjang medis dan keperawatan rumah sakit.

(2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanaan
tugasnya dikoordinasikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
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BagianKedelapan
Instalasi/Unit

(1) Satuan Pemeriksaan Internal merupakan unsur organisasi yang bertugas
melaksanakan pengawasan serta audit kinerja internal rumah sakit.

(2) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibentuk oleh Direktur, dengan susunan organisasi berdasarkan
kebutuhan untuk masa kerja paling lama 3 (tiga)tahun.

(3) Satuan PemeriksaanInternal sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berada
di bawah dan bertanggungjawabkepada Direktur.

(4) Pembentukan, fungsi dan uraian tugas Satuan Pemeriksaan Internal
diatur melaluiPeraturan darr/atau Keputusan Direktur.
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BagianKetujuh
Satuan PemeriksaanInternal

(1) Komitedibentuk untuk penyelenggaraanfungsi tertentu di Rumah Sakit
sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
dalam rangka menerapkan tata kelola klinis yang baik (good clinical
governance) serta meningkatkanmutu pelayanan dan keselamatan pasien.

(2) Komitesebagaimanadimaksud pada ayat (1) mempunyaitugas membantu
Direktur dalam menyusun standar pelayanan rumah sakit, memantau
pelaksanaannya, pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi
anggota staf medikfungsionaldan mengembangkanprogrampelayanan.

(3) Komitesebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Direktur dan
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dengan
susunan organisasi berdasarkan kebutuhan untuk masa kerja paling
lama 3 (tiga)tahun.

(4) Pembentukan Komitesebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pembentukan, fungsi dan uraian tugas Komite Rumah Sakit diatur
melaluiPeraturan dan.'atau Keputusan Direktur.
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Bagian Keenam
Komite
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Pasa146
(1) Pemilik Rumah Sakir/Gubernur dapat membentuk Dewan Pengawas

Rumah Sakit.
(2) Dewan Pengawas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan suatu unit non struktural yang bersifat independen dan
bertanggungjawab kepada pemilikRumah Sakit.

(3) KeanggotaanDewanPengawasRumah Sakit sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari unsur pemilik Rumah Sakit, organisasi profesi,
asosiasi perumahsakitan, dan tokohmasyarakat.

(4) KeanggotaanDewanPengawasRumah Sakit sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berjumlah maksimal 5 (lima) terdiri dari 1 (satu) orang ketua
merangkapanggotadan 4 (empat)orang anggota.

(5) Dewan Pengawas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertugas:
a. menentukan arah kebijakanRumah Sakit;
b. menyetujuidan mengawasipelaksanaan rencana strategis;
c. menilaidan menyetujuipelaksanaan rencana anggaran;
d. mengawasipelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
e. mengawasidan menjagahak dan kewajibanpasien;
f. mengawasidan menjagahak dan kewajibanRumah Sakit; dan

BABIV
DEWANPENGAWAS

(1) KelompokJabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Rumah Sakit sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpindan dikoordinasikanoleh seorang tenaga fungsional senior yang
bertanggung jawab kepada Direktur dan ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur.

(3) Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis, Jenjang, dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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BagianKesembilan
KelompokJabatan Fungsional

(3) Pengembangan dan pengurangan instalasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur, disesuaikan
dengan kebutuhan Rumah Sakit.

(4) Pembentukan Instalasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan
tentang pedomanorganisasi rumah sakit.
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(1) PegawaiRumah Sakit terdiri atas ASNdan PegawaiBLUD.
(2) Pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pejabat dan pegawai

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-uridangan.
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BagianKesatu
Kepegawaian

BABVI
KEPEGAWAIANDANJABATAN

(1) Dalammelaksanakan tugas, setiap unsur organisasi dan kelompoktenaga
fungsional di lingkungan Rumah Sakit wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik internal maupun ekstemal.

(2) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Rumah Sakit wajib
mengawasibawahan masing-masingdan dalam hal terjadi penyimpangan
agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Rumah Sakit bertanggung
jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan
memberikanbimbinganserta petunjuk bagipelaksanaan tugas bawahan.

(4) Setiap pimpinan unit organisasi wajibmengikuti dan mematuhi petunjuk
dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan
berkala tepat pada waktunya.

(5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib
disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional
mempunyaiketerkaitan dan hubungan kerja.

(6) Dalam upaya meningkatkan efektivitas kegiatan dan pelaksanaan tugas,
bimbingan dan evaluasi kinerja organisasi, setiap pimpinan unit
organisasiwajibmengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.

Pasa147

BABV
TATAKERJA

g. mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi,
dan peraturan perundang-undangan;

(6) Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit ditetapkan dengan
Keputusan Gubemur.
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Pada saat Peraturan Gubernur mulai berlaku, Pejabat Struktural yang
menduduki jabatan pada Rumah Sakit yang dibentuk sebelum berlakunya
Peraturan Gubernur ini, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan
tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantiknya Pejabat Struktural yang
baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
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Pada saat Peraturan Gubemur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur
Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan
Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Ulin
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 4), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
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BABVIII
KETENTUANPERALIHAN

Pembiayaan Rumah Sakit dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; darr/ atau
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang- undangan.
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BABVII
PEMBIAYAAN

(I) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi kelas Amerupakan jabatan
eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

(2) Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi kelas A merupakan
jabatan eselon n.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

(3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi
kelas Amerupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.

(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi
kelas B merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
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Bagian Kedua
Jabatan
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BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021 NOMOR

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIM T SELATAN,

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal

SAHBIRIN NOOR

Ditetapkan di
pada tanggal

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur InI dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
KalimantanSelatan.
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KETENTU.AN PENUTUP
BABIX
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